DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang
> \¢ /% ®(0261) 201229, Fax : ( 0261 ) 207335

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG.
Nomor 903/06/KEP.DPRD/2009
Lampiran . — '

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

' ' TAHUN ANGGARAN 2008
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupafen Sumedang
: - tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

i Pendapatan dan Belanja:Daerah Kabupaten Sumedang Tahun

Anggaran 2008 sebagaimana disampaikan oleh Bupati Sumedang

telah dikaji oleh Fraksi-fraksi DPRD dan dibahas bersama oleh

Panitia Khusus DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

b. bahwa berdasarkan hasil pengkajlan dan pembahasan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, DPRD dapat menyetujui
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang
Laporan  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran

" Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
Anggaran 2008 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
. Kabupaten Sumedang. . :

& J:-.ahwa' persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang tentang Laporan Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran ‘Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2008 jaimana
dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
DPRD Kabupaten Sumedang. .

Mengingat - 1. ;undan'g-l_lndang Nomor 14 Tahun 1850 tentang Pembentukan
' ‘Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

.2 Undang-undang qubr'ﬁa Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851), -

3. Undang-Undang Nomolr 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4286);



. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 ‘tantang' Susunan dan

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 431Q);

Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negéra (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomn.r 5, Tambahan
Lembaran Negara meor.4355);

- Undang-Undang Nomor 10" Tahun 2004 tentang Pembentukan

. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004' Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

. Nomor 4400); S

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor, 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008,

‘(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4844);"

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

‘Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

{Lémbaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambaharl Lembaran
Negara Nomor 4438); . |

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun '_Eﬁb5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
LLembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tenta
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tela

_diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun
12007 tentang Perubahan atasPeraturan -Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

‘Daerah,; :



rhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
' Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

sebagaimana ‘telah' diubah untuk Kedua kalinya dengan

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 1 Tahun 2007:

2. Keputlsan Rapat ~ Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang
tanggal 23 Juli 2008 :

MEMUTUSKAN
Menetapkan ¥

PERTAMA Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang

tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja ‘Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
Anggaran 2008 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Suniedang.

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

‘. , ,  Ditetapkan di Sumedang
R : ~ pada tanggal 23 Juli 2009

' DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
. - KABUPATEN SUMEDANG

Drs. ISMET supnm_.g__

WAKIL KETUA, ' WAKIL KETUA,

Cy. -

Drs. AGUS WELIYANTO SANTOSO, SH

Salinan :
1.  Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Sumedang. -



